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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah atau sedang
mengikuti pendidikan, maka perlu melakukan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
27 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 2021, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
tentang Sistem Pengembangan Sumberdaya Manusia
Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian
Dalamm Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0S5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 10);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL
NEGARA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan

tugas belajar Instansi, dengan persyaratan:

a. mendapatkan izin prinsip/persetujuan PPK sebelum mendaftarkan diri
pada lembaga pendidikan

b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai
PNS;

c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa
pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:

d. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun
jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

e. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun
jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

f. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah

dengan predikat baik;

rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah;

sehat jasmani dan rohani;

Fotocopy sah ijazah terakhir (legalisir);

Fotocopy sah SK Pangkat terakhir (Legalisir);

Uraian Tugas Jabatan PNS ybs yang ditandatangani oleh Pimpinan

Perangkat Daerah;

Daftar Riwayat Hidup;

tidak sedang:

1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana,
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman
disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau

3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani
pemberhentian sementara sebagai PNS, format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

n. tidak pernah:

1. dijjatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1
(satu) tahun terakhir, format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V;

2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun
terakhir, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
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3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun
terakhir, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Surat Pernyataan melaksanakan Pendidikan diluar jam kerja, format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan sanggup menanggung biaya Pendidikan bagi Tugas

Belajar Biaya Mandiri, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan sanggup mengganti biaya Pendidikan apabila ybs tidak

dapat menyelesaikan Pendidikan karena kelalaian PNS Ybs, format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan Sanggup menyesaikan Pendidikan sesuai dengan batas

waktu normative, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inij;

Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Surat Pernyataan sanggup menjalani ikatan dinas sesuai ketentuan,

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh

instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;

menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada
jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas
pembangunan nasional; dan

jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan

persetujuan dari Menteri.

Ketentuan Pasal 30 ayat (5) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 30

Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam
dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. perguruan tinggi negeri;

b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau

c. perguruan tinggi swasta.

Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat
dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu
sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program
studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang
bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
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(5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di
perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

a.
b.
c.

sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;

memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga
yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri
atau C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi
perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau
baik sckali atas persetujuan Menteri; dan

diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan
tinggi luar negeri; dan

untuk tugas belajar yang dibiayai dari APBD diwajibkan mengikuti
pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri.

3. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki izin
belajar dari instansi asal, maka izin belajar tersebut dapat diakui oleh
Pemerintah Daerah melalui surat keterangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 11 Novouu. @ 2022

BUPATI TABALONG,
'\ 70

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 11 Jovem sp 232

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Y

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR .:2




